
NASKAH URGENSI 

PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TENTANG TATA 

NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH 

TERTINGGAL 

 

1. Peraturan Menteri ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

komunikasi tertulis antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Desa dan 

Pembangunan Daerah Tertinggal di bidang administrasi pemerintahan serta 

perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah 

Tertinggal, perlu menata kembali ketentuan tata naskah dinas. 

2. Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 
Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa dan 
Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan 
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. 

3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 

Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 

Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di 

Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti. 

4. Peraturan Menteri ini sudah sesuai dengan pedoman umum tata naskah dinas 

berdasarkan Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum 

Tata Naskah Dinas. 

5. Jenis Naskah Dinas dalam peraturan ini terdiri atas: 

a. Naskah Dinas arahan; 

b. Naskah Dinas korespondensi; dan  

c. Naskah Dinas khusus. 

 


